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Pemilu 2024 dan Hak-hak PohtlkPerempuan

YOG.Y.A (KR) - Sejauh ini hak- Dhian NéVTtasari ramah perempuan ka'rena lebih
hak politik perempuan tidak men- . banyak menekankan 'kontestasi
jadi isu menarik untuk dilirik Wakil Ketua DPRD rimba'. Semua calon didefinisikan | |
menjelang Pemilu 2024. Publik sekaligus diposisikan memiliki
lebih banyak 'dipaksa' melirik kekuatan yang sama.
sajian  isu-isu  pencapresan. '"Padahal senyatanya ada
Padahal, hak-hak politik perem- ketimpangan kekuatan, terutama
puan merupakan amanat un- kekuatan dalam aspek finansial
dang-undang tentang politik afir- dan popularitas sang calon," tan-
masi. dasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Berdasarkan itu, sistem propor- .
Dhian  Novitasari, menilai sional daftar tertutup dapat men-
amanat undang-undang tentang jadi pilihan untuk mengatasi
afirmasi tersebut terutama ber- problematika keterwakilan pe-
ada pada level proses pemilu. rempuan di legislatif. Dengan sis-
Undang-undang belum menyen- tem itu, caleg perempuan yang
tuh pada level hasil pemilu. menempati nomor urut 1 sampai
"Maka sebenarnya bisa dipan- 3 dan seterusnya, karena penera-
dang wajar apabila komposisi pan zipper system, akan punya
perempuan di legislatif hasil peluang besar mendapatkan kur-
pemilu belum terkonfirmasi se- si di legislatif. Setiap caleg akan
cara ajek karena memang belum terdorong untuk saling bersinergi
menjadi amanat yang tegas, dan berkolaborasi dalam me-
katanya. ngumpulkan suara demi keme-

Dicontohkannya dalam berba- nangan partai politik.
gai undang-undang terkait politik sukkan klausul tentang kuota 30 Dengan penerapan sistem
diatur  afirmasi minimal 30 persen keterwakilan perempuan. pemilu daftar tertutup tentu ti-
persen perempuan. Akan tetapi Klausul tersebut, misalnya, dapat dak hanya dapat mengatasi pro-

|| dalam Undang-undang MPR, . dimuat dalam bagian susunan blem keterwakilan perempuan di
DPR, DPD dan DPRD (UU MDP3) dan ataupun keanggotaan MPR, legislatif, tetapi juga ibarat sekali
tidak ada penegasan tentang 30 DPR, DPD, dan DPRD. o mendayung dua tiga pufau ter-
persen keterwakilan perempuan. Selain revisi UU MD3, diper- lampaui. Hal ini karena bisa men-
| Oleh karena itu, dalam UU MD3 lukan juga sistem pemilu yang se- jawab segala ekses negatif yang
" | setidaknya nielalui revisi kelima ~jalan. Selama ini sistem pemilu  selama ini terproduksi dalam sis-
UU No 17/2014, harus dima- proporsional terbuka belum tem pemilu sebelumnya. (Dhi)-f
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